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simda Perencanaan
Gambaran Umum
Manokwari, 3 September 2018

Dasar Hukum

* UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

* UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

* PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
* PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

* PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

* Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

* Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015

* Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

* Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
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Jenis Dokumen Perencanaan

Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah SKPD
RPJPN RPJPD 20 Tahun Anggaran
RPJMN RPJMD Renstra-SKPD 5 Tahun Anggara
RKP RKPD Renja-SKPD 1 Tahun Anggaran

o

ke,

Prinsip Perencanaan Pembangunan
Daerah

* merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional;

* dilakukan pemerintah daerah bersama para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing;

* mengintegrasikan rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah; dan

* dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai
dinamika perkembangan daerah dan nasional.

@@
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Pendekatan Perencanaan
Pembangunan Daerah

teknokratis;

partisipatif;

politis; dan

top-down dan bottom-up.

0

Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

* pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran
jangka menengah serta perencanaan dan
penganggaran terpadu;

* kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

* urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai
dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan
masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi

tanggungjawab SKPD.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD

ke,

Pengertian RPJPD

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

— Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 —
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025.

* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

— Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

* Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
— Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah

dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun yang

menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD DAN RENSTRA SKPD

ke,

Pengertian RPJMD

* Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:

— Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
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Tahapan Penyusunan RPJMD

Persiapan Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan Rancangan Awal Rancangan RPIMD
RPIMD RPIMD &
Perumusan Musrenbang
Penetapan RPIMD g Rancangan Akhir Jangka Menengah

| N RPIMD Daerah

. . o - ——

ke,

Sistematika Penyajian RPJMD

.  PENDAHULUAN

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

V. PENYAIJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VIl. KEBUAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
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Pengertian Renstra-SKPD

* Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

ke,

Tahapan Penyusunan Renstra-SKPD

Persiapan Penyusunan
Penyusunan | Rancangan

Renstra-SKPD | Renstra-SKPD

Penyusunan
Rancangan Akhir
Renstra-SKPD

Penetapan
Renstra SKPD
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Sistematika Penyajian Renstra-SKPD

. PENDAHULUAN
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
[ll. ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI SKPD

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJIMD

ke,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
dan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKPD DAN RENJA SKPD
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Pengertian RKPD

* RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode satu tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah.

ke,

Tahapan Penyusunan RKPD

Persiapan Penyusunan Penyusunan

Penyusunan | Rancangan | Rancangan
RKPD \ Awal RKPD | RKPD
Penyusunan Pelaksanaan
LG Rancangan Musrenban
RKPD 8 g

Akhir RKPD 5 RKPD

€%:;l®
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Pengertian Renja SKPD

e Renja SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun.

g W’f#?)

Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Persiapan Perumusan
Penyusunan | Rancangan
RENJA SKPD - RENJA SKPD
Penetapan Pelaksanaan
RENJA SKPD ~ Forum SKPD

‘\___,____ — .__.,__._____/@a'
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Sistematika Penyajian Renja SKPD

g W’f#?)

PENDAHULUAN

. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN

KEGIATAN

. PENUTUP

0

Sistematika Penyajian RKPD

PENDAHULUAN

. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI| DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

@@
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Sekian Pemaparan Gambaran Umum SIMDA Perencanaan

DILANJUTKAN KE SYSTEM
REQUIREMENTS !

g W’f#?)

simda Perencanaan

System Requirements

Manokwari, 3 September 2018 @@

13



8/31/2018

BAGIAN DUA: PERENCANAZ

4

14
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Requirements Teknis

* Web Server yang telah terkonfigurasi untuk
menjalankan PHP dan MySQL.
— Disarankan Apache dan sejenisnya,
— Database Engine berupa MySQL versi 5.0.
— PHP versi 5.6.
— lonCube Loader versi 9

* Jika diperlukan akses publik melalui internet,
diperlukan IP Public beserta pengamanannya
(firewall, proxy, dan sejenisnya) dan bandwith

yang memadai.

ke,

Integrasi dengan simda keuangan

* Susunan SKPD dalam Aplikasi SIMDA
Perencanaan harus sama dengan susunan SKPD
dalam Aplikasi SIMDA Keuangan.

* Program dan Kegiatan untuk SKPD (dalam Renstra
dan Renja) harus sama dengan Program dan
Kegiatan yang ada di Aplikasi SIMDA Keuangan.

* Rekening Belanja dan Pendapatan untuk
penentuan belanja dalam Aplikasi SIMDA
Perencanaan harus sama dengan Aplikasi SIMDA

Keuangan (Rekening Penganggaran)

15
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NCANAAN
AHUNAN LIMEA TAHUNAN
b

ASB + SSH

SIMDA
Keuangan
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Rancangan Akhir

Penyesuaia
nPPA
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* Hirarki yang lebih
beberapa hirarki di t
sebaliknya.

isal: satu sasaran dap
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Hirarki unsur-unsur
RPJMD/RENSTRA

VISI

MISI 1 ‘ MISI 2
TUJUAN 1 TUJ;JAN TUJ:LLJAN ‘

SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 1 = SASARAN 1
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM ‘? PROGRAM i
1 1 2 1 ‘ 1 |

@ - - -
Sinkronisasi Program RPJMD dengan
Renstra

* Program di RPJMD dapat berbeda dengan Program di Renstra

— Program dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala
Daerah.

— Program dalam Renstra SKPD mengacu pada Program dan Kegiatan
dalam Permendagri 13/2007 beserta perubahannya.

* Hirarki Program di RPJMD dengan Program di Renstra

— Satu Program RPJMD dapat didukung oleh beberapa Program di
Renstra.

— Satu Program Renstra dapat mendukung lebih dari satu Program di
RPIMD

* Pelaksana Program dan Kegiatan
— Dalam Program RPJMD sudah ditentukan SKPD Pelaksana Programnya.
— Dalam Program Renstra sudah ditentukan Unit Pelaksana kegiatan

18
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~ Keterkaitan Program RPJMD dengan
Program Renstra

PROGRAM PEMDA ‘

Program Peningkatan sektor kepariwisataan
PDBRB Sektor Kepariwisataan (%)

. e
. I Dinas Pekerjaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan J
Umum
Program Pengembangan ( Program Pengembangan Program Pembangunan
Destinasi Wisata Nilai Budaya Jalan dan Jembatan
Destinasi wisata baru Jumlah seni budaya yang Panjang Jalan Akses Wisata
(buah) layak dipasarkan (buah) (km)
A

system requirements simda perencanaan @

ok,

Pagu dan Indikator per Tahun

* Pagu dan indikator program RPJIMD/Renstra, dibuat
rinci per tahun

— Jika pada tahun tertentu terdapat Program yang
direncanakan untuk tidak dilaksanakan, diberikan pagu
dan indikator nol pada tahun tersebut.

Program A 1.000 1.200 1.500 1.700 1.300
Program B 2.000 2.000 2.000 0 0

* Pagu Program di RPJMD harus sama dengan jumlah
pagu Program Seluruh Renstra SKPD Pelaksana.

system requirements simda perencanaan @
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Indikator RPJMD dan Renstra

* Indikator dikelompokkan menjadi:

— Absolut, akumulasi, atau incremental.

* Absolut: target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam
RPJMD/Renstra tahun berkenaan

» Akumulasi: target kinerja merupakan akumulasi target
sampai dengan tahun berkenaan

* Incremental: target kinerja merupakan perubahan dari
target tahun berkenaan terhadap target tahun sebelumnya

— Positif atau negatif
* Positif: semakin besar targetnya semakin baik kinerjanya

* Negatif: semakin kecil targetnya semakin baik kinerjanya ]

=>  Pendapatan dan Belanja Tidak
Langsung dirancang bersama RPJMD

dan Renstra
* RPJMD dan Renstra termasuk Rencana

Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

— Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung diperlakukan
sebagai Misi tersendiri

* Target, Pagu, dan Pelaksana

— Target Pendapatan dan Pagu Belanja Tidak Langsung
dirinci per tahun.

— Unit pelaksana Program Pendapatan ditentukan
dalam RPJMD, dan Sub Unit Pelaksananya ditentukan

dalam Renstra.

8/31/2018
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Bagian TIGA

PERENCANAAN TAHUNAN

> ]

“"RKPD dan Renja berdasarkan RPJMD
dan Renstra

* Rancangan Awal RKPD dan Renja berdasarkan pada RPJMD dan
Renstra untuk tahun bersangkutan.

* Program dalam RPJMD/Renstra dapat dilaksanakan pada tahun yang
berbeda dari rencana pelaksanaan RPIMD/Renstra.

— Penambahan Program di luar RPJMD dan Renstra memerlukan
revisi RPJMD dan Renstra.

* Requirement yang berlaku di RPJMD dan Renstra juga berlaku bagi
RKPD dan Renja:

— Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Bersifat
Linear

— Program dalam RKPD dapat berbeda dengan Program dalam
Renja

— Dalam RKPD dan Renja sudah termasuk Pendapatan dan Belanja
Tidak Langsung .

21
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ke,

Kegiatan yang Dibahas di
Musrenbang

Telah Ditentukan
Kegiatan yang dapat dibahas dalam Musrenbang

Desa/Kecamatan ditentukan bersama oleh Fungsi
Perencanaan dan SKPD teknis.

Kegiatan yang dibahas di Musrenbang dapat
merupakan keseluruhan kegiatan atau sebagian
dari kegiatan.

Dalam musrenbang, yang diusulkan oleh
masyarakat adalah aktivitas yang terkait dengan

kegiatan yang ditawarkan.

Batasan dalam Musrenbang
Desa/Kecamatan

Usulan
— Usulan hanya dapat dilakukan oleh RW.

— Usulan dilakukan dengan memilih aktivitas yang telah ditetapkan
untuk dibahas di Musrenbang.

— Usulan oleh RW dapat dibatasi jumlah usulannya.
Persetujuan, Perubahan, dan Penolakan Usulan

— Desa dan Kecamatan menyetujui atau menolak usulan dari tahap
sebelumnya.

— Persetujuan usulan oleh Kecamatan dapat dibatasi oleh Pagu Usulan.
— Penolakan usulan harus disertai alasan

— Perubahan atas usulan hanya terhadap volume usulan dan disertai
alasan

Perhitungan pagu belanja untuk tiap aktivitas yang diusulkan telah

tersedia dalam ASB.

8/31/2018
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@SKPD mendetailkan Kegiatan s.d.
Belanja

» Kegiatan dalam Rancangan Awal Renja dirinci
menjadi aktivitas

* Pagu belanja atas aktivitas dirinci sesuai
dengan ASB dan/atau SSH

0

g W’f#?)

Sinkronisasi Pagu RKPD dan Renja

* Pagu Program di RKPD harus sama dengan
jumlah pagu Program tersebut di Renja SKPD

e Pagu Program di Renja SKPD harus sama
dengan jumlah pagu Kegiatan atas Program
tersebut di Unit Pelaksana.

@@
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7> |

\ Penyusunan Renja
Mu
* Pada saat Musren

berjalan, SKPD juga
simultan.

24



SSH disusun sebelum ASB

e SSH harus tersedia sebelum menetapkan ASB.

* ASB mengambil harga satuan di SSH untuk
menghitung harga satuan per aktivitas di ASB.

o

g W’f#?)

SSH dan ASB ditetapkan Setiap
Tahun

* SSH dan ASB ditetapkan setiap tahun.

— Penetapan ASB dan SSH dilakukan secara keseluruhan; tidak hanya
menetapkan yang berubah saja.

* Untuk keperluan Musrenbang Desa/Kecamatan, ASB
atas aktivitas yang ditawarkan dalam Musrenbang
harus sudah ditetapkan sebelum Musrenbang

Desa/Kecamatan

— lika ternyata ASB belum ditetapkan, dapat menggunakan ASB tahun
sebelumnya, dan akan diperbarui pada Forum SKPD.

* Untuk keperluan penyusunan Renja SKPD, ASB
dan/atau SSH telah ditetapkan sebelum penyusunan
Renja SKPD.

8/31/2018
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SSH Empat Level, Dikaitkan ke
Rek Belanja

* SSH disusun dengan kedalaman empat level: Golongan,
Kelompok, Sub Kelompok, dan Tarif.

* Level terakhir (keempat) mengandung harga satuan.

* Level terakhir (keempat) dikaitkan dengan rekening
belanja.

— Rekening Belanja berpedoman pada Permendagri 13/2006
dan perubahannya sebagaimana yang digunakan untuk
dasar penyusunan rekening belanja dalam penganggaran.

— Satu tarif SSH dapat dikaitkan ke lebih dari satu rekening
belanja.

o ASB Tiga Level,
Dikaitkan ke SSH, Rek Belanja, dan
Kegiatan

* Penyusunan ASB dilakukan dengan level sebagai berikut:

— Aktivitas; sub kegiatan, detail terhadap suatu kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Permendagri 13/2006 beserta perubahannya

» Aktivitas akan dikaitkan ke Kegiatan dalam Renstra

— Komponen; berisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk
melaksanakan aktivitas

— Komponen Rinci; berisi rumus perhitungan untuk komponen

* Perhitungan dalam Komponen Rinci dikaitkan ke SSH untuk
mendapatkan harga aktivitas.

* Komponen dikaitkan ke Rekening Belanja

— Rekening Belanja berpedoman pada Permendagri 13/2006 dan
perubahannya sebagaimana yang digunakan untuk dasar

penyusunan rekening belanja dalam penganggaran. O
— Satu komponen dikaitkan ke satu rekening belanja

26
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Alat Tulis Kantor

Kertas Piagam

Item SSH x
Harga Satuan

104

> Pendekatan ASB dala
i
|

Kegiatan ‘ Aktivitas Komponen KoRr:];:)annen SSH

|
Fixed Cost <

Rekening Dependent

Belanja Variable ™ Barang/ |
Jasa/ Modal

L
-Koefisien i
Independent Ej RER R
Variable '» Barang/ ,
~ Jasa/Modal
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Non Konstruksi

Bimbingan Teknis/Pelatihan

Gerakan Masyarakat Bidang Pertanian

UNTUK MUSRENBANG

Germas Pengendalian Hama Terpadu -> Cost Drivers, Range dan Aktivitas

CINITELY 0 LY

Belanja Alat Tulis Kantor - Rekening Komponen

Kertas Folio - Koefisien
] '

\

Pengelompokan (clustering) aktivitas

Penentuan cost driver (dan derivative-nya) untuk tiap |
aktivitas N
™

8/31/2018
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\_ Langkah-Langkah Pe

D> ]
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MP

s Tetapkan Tentukan Tentukan
In&’:”f;‘;ﬁ" Cost Komponen Rincian
9 Drivers Aktivitas Komponen

ivitas « Tentukan Cost
Driver Aktivitas

« Tentukan Turunan
ost Driver

system requirements simda perencanaan

COST DRIVER

8/31/2018
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Penerapan Pertama Kali

Ketika RPJIMD/Renstra telah berjalan, maka RPJMD dan
Renstra yang telah disusun di luar aplikasi, di entry ke
dalam aplikasi.

Untuk menjalankan proses Musrenbang Desa dan
Kecamatan,

— sekurangnya Renja Awal telah dipilah kegiatan yang akan
ditawarkan ke Musrenbang, dan

— ASB sekurangnya telah tersedia untuk kegiatan yang ditawarkan
dalam Musrenbang Desa/Kecamatan.

Untuk menjalankan proses penyusunan Renja SKPD, telah
telah tersedia ASB/SSH yang memadai.

Penerapan dilakukan secara komprehensif, tidak dapat

dilakukan parsial untuk beberapa SKPD saja.

Thank You

KEEP CALM AND MAKE A PLAN

@@
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